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Violation much going against the rights of children, government attention is needed in 
the fulfillment of Human Rights on the right to education of children in Child Penitentiary. 
Embodiment of the fulfillment of the right to education in Child Correctional Institution is 
required to support the empowerment of human resources in the future as a pillar of 
development and life. Article 9 paragraph (1) of Act No. 23 of 2002 states that every child 
has the right to obtain education and teaching in the context of personal development and 
level of intelligence in accordance with their interests and talents. This is one of the 
fundamental importance of education of children in prisons who should still be considered 
by all parties, both government and society itself. The substance which covers the 
definition of child described in various laws and regulations vary nationally and 
internationally by the Convention on Rights of the Child among others, every human being 
under the age of 18 years unless another set that applies to children determined that early 
adulthood is achieved. Constraints faced in fulfilling Correctional Institution Children 
Educate Children education Correctional rights, namely the substance of the Act, the 
interests and obligations related institutions, students in prisons that are not motivated, 
infrastructure (facilities construction), Lecturer and staff, quality program development, 
cooperation and coordination, funding, child welfare and community.  
Keywrods : student in prisont, education right 
 
PENDAHULUAN  
Anak merupakan aset generasi mendatang 
yang sangat berharga. Dapat  dikatakan bahwa 
baik buruknya hari depan sebuah bangsa 
ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. 
Dalam hal ini ditangan anaklah tergenggam 
masa depan umat. Di masa era global infor-
masi dan komunikasi serta persaingan yang 
makin kompetitif maka untuk melaksanakan 
pembangunan sangat diperlukan sumber daya 
manusia yang tangguh yaitu sumber manusia 
yang mempunyai pengetahuan (knowledge), 
keahlian (skill) di segala bidang. Mengingat 
pentingnya peranan sumber daya manusia 
dalam pembangunan di masa yang akan da-
tang dalam upaya memajukan bangsa, negara 
Indonesia wajib memberikan perhatian yang 
serius terhadap perlindungan dan pemenuhan 
hak-hak anak, berupa hak-hak sipil, politik, 
ekonomi, sosial dan budaya dan hak pendi-
dikan merupakan bagian dari isi Konvenan 
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal 
Permasyarakatan, Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, jumlah narapidana anak 
(anak didik permasyarakatan) meningkat dari 
5.630 anak pada Maret 2008 menjadi 6.308 
anak pada awal tahun 2010. Sekitar 57 persen 
dari mereka tergabung dengan tahanan orang 
dewasa.1 Situasi itu pada akhirnya justru 
menempatkan anak pada situasi rawan karena 
bisa menjadi korban berbagai tindak keke-
rasan. Beberapa hasil pemetaan anak berha-
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dapan dengan hukum tahun 2007-2009 me-
nunjukkan, mayoritas kasus anak diselesaikan 
melalui pengadilan. Dari kasus-kasus yang 
diselesaikan di pengadilan, 90 persen anak 
dijatuhi hukuman pidana dan dipenjarakan. 
Selama menjalani hukuman, banyak anak 
kehilangan berbagai haknya, seperti hak ke-
bebasan, hak tumbuh kembang, dan hak mem-
peroleh pendidikan.2 
Mengenai pemahaman arti penting hak 
anak atas pendidikan harus dikembalikan pada 
prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak 
yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan 
berkembang, kepentingan terbaik bagi anak 
dan turut berpartisipasi3. Hal ini sejalan 
dengan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang 
berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan 
harus dengan cuma-cuma, setidaknya pada 
tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar 
serta fundamental. Pada pasal 26 ayat 2 
Pendidikan hendaknya diarahkan pada pe-
ngembangan kepribadian manusia secara 
penuh dan untuk memperkuat penghormatan 
terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan dasarnya. 
Hak narapidana pada umumnya merupakan 
hak untuk tidak diperlakukan sebagai orang 
sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak 
atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka 
setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan 
nantinya, sebaliknya narapidana memiliki hak 
asasi manusia yang harus dipertahankan 
selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan 
seperti telah diatur dalam Undang Undang  
No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Begitu juga halnya warga binaan pemasya-
rakatan anak juga memperoleh hak dan hak 
asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan 
dimana ia ditempatkan. Hak setiap manusia 
akan pendidikan tidak akan berkurang sebagai 
akibat pemenjaraan. Lapas memiliki kewa-
jiban untuk melayani bagi kesejahteraan nara-
                                                             
2  Ibid 
3Har Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan SuatuTinjauan 
dari Perspektif Studi Kultural, Magelang: Indonesia. 
2003, Hal.260 
 
pidana, oleh sebab itu keselamatan merupakan 
tanggung jawab lapas. 
Sebagai negara yang bersungguh-sungguh 
dalam menjunjung dan menghormati hak asasi 
manusia, negara Indonesia telah mengeluarkan 
Undang Undang No.39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. Pada bagian kesepuluh 
dari Undang Undang tersebut berisi tentang 
hak-hak anak, terutama hak anak tentang 
pendidikan termuat pada pasal 60 ayat 1 : 
“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan 
dan pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan 
tingkat kecerdasannya”  
Mendapatkan pendidikan, kesehatan dan 
kehidupan yang layak menjadi hak bagi 
seluruh warga Indonesia, terutama bagi anak-
anak usia sekolah sebagaimana tercantum 
dalam Undang Undang Perlindungan Anak 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
juga telah mengatur hak-hak anak antara lain 
hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, 
kesehatan dasar, beribadat menurut agamanya, 
berekspresi, berpikir, bermain, berekreasi, 
beristirahat, bergaul dan jaminan sosial. Indo-
nesia sebagai negara yang berdasar atas 
hukum merupakan slogan pertama sistem 
pemerintahan negara menurut  UUD 1945 
yang berarti bahwa menganut Rechstaat dan 
bukan machtaat, negara hukum dan penghor-
matan terhadap Hak Asasi Manusia. 
Lengeveld menjelaskan bahwa pendidikan 
diartikan sebagai suatu proses mendewasakan 
anak, maka pendidikan hanya dapat dilakukan 
oleh orang yang lebih dewasa kepada anak 
yang belum dewasa.4 Romo Driyarkoro, 
mengatakan bahwa pendidikan adalah proses 
memanusiakan manusia muda dan S. Brodjo-
negoro mengatakan bahwa mendidik adalah 
memberikan tuntunan kepada manusia yang 
belum dewasa dalam pertumbuhan dan per-
kembangan sampai pada kedewasaan jas-mani 
dan rohani.5 
Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam 
menyelamatkan masa depan pendidikan anak 
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5Seto Mulyadi, Pendidikan Untuk Semua adalah Hak 
Anak Indonesia, Makalah Debat Publik, Jakarta: 2004 




dengan cara bridging school yang bertujuan 
agar anak dan segenap civitas akademis mere-
duksi hambatan-hambatan psikologis serta 
memperoleh lesson learn dalam mewujudkan 
iklim belajar yang peka akan hak-hak anak.6 
Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum 
yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, 
Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum 
adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum 
acara perdata, hukum acara pidana, dan pera-
turan lain yang menyangkut berbagai aspek 
kehidupan dan penghidupan agar anak-anak 
benar-benar dapat bertumbuh dan berkembang 
dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.7 
 
Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan 
yang akan dibahas adalah bagaimana peme-
nuhan hak pendidikan bagi Anak Didik 
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak ? 
 
METODE PENELITIAN  
Pendekatan  masalah dalam penelitian ini 
digunakan pendekatan hukum normatif yaitu 
pendekatan terhadap peraturan perundang-
undangan (statute approach). Pendekatan ini 
dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan fokus penelitian yang dijadikan refe-
rensi dalam memecahkan isu hukum yang 
diajukan.8 Sebagai contoh : UUD 1945, 
Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Undang Undang No.39 
Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia, 
Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang 







                                                             
6Ibid 
7Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, 
Jakarta: PT Refika Aditama, 2008. Hal. 43 
8Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: 
Kencana, 2010, hal.92 
PEMBAHASAN 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar 
Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar 
karena Lembaga Pemasyarakatan Anak inilah 
satu-satunya yang dimiliki di Jawa Timur.Visi 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar adalah 
memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehi-
dupan dan penghidupan Warga Binaan Pema-
syarakatan sebagai individu, anggota masya-
rakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
(Membangun manusia mandiri) dan mengem-
bangkan Lapas Anak yang ramah anak bebas 
dari pemerasan, kekerasan dan penindasan. 
Sedangkan misinya :  
1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan 
tahanan, dan bimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
2. Menempatkan anak sebagai subyek dalam 
menangani permasalahan tentang anak 
3. Publikasi tentang hak anak dan perlin-
dungan anak yang bermasalah dengan 
hukum. 
4. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.  
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar ini 
dibangun dengan luas lahan 111.593 m2, luas 
bangunan 25.172 m2, kapasitas seluruhnya 400 
orang, jumlah Blok ada 4 yaitu Wisma 
Bougenville, Wisma Cempaka, Wisma Dahlia, 
dan Wisma Melati (wanita), jumlah kamar ada 
20 kamar besar dan alamat lokasi lapas ada di 
Jl. Bali No.76 Kelurahan Karangtengah Kec. 
Sananwetan Kota Blitar.   
Kapasitas Hunian 400 orang, Anak Didik 
terdiri dari :  
 
Tabel. 01 
Data Jumlah Penggolongan Anak Didik 




Berdasarkan data di atas menunjukkan 
bahwa dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Blitar tidak terdapat Anak Sipil tetapi hanya 
ada Anak Pidana, Anak Negara dan Anak 




Tahanan yang masing-masing menempati 
kamar dalam blok-blok yang ditentukan ber-
dasarkan lamanya tingkat pembinaan pema-
syarakatan yang harus mereka jalani dalam 
Lembaga Pemasyarakatan tersebut.  
Siapapun orang tua yang mempunyai anak 
nakal tidak berharap anaknya mendapatkan 
bimbingan maupun pendidikan di dalam Lapas 
tetapi harapannya adalah dididik pada tempat 
yang selayaknya atau normal karena apabila 
seorang anak yang telah masuk dalam suatu 
Lembaga Pemasyarakatan Anak maka anak 
tersebut akan mendapatkan cap sosial 
(labelling social) yang buruk karena Lapas 
adalah tempat penjahat, sampah masyarakat 
dan orang yang tidak diinginkan oleh ling-
kungan masyarakat, sehingga anak tersebut 
adalah anak yang tertolak di masyarakat, 
selain itu seorang anak juga tidak akan ada 
yang menghendaki mereka mendapatkan 
pembinaan dan pendidikan di Lapas karena 
akan membatasi hak kebebasan serta kreati-
fitas mereka, oleh karena itu anak sipil di 
Lembaga Pemasyarakatan Blitar tidak ada.  
Lapas Anak di Blitar juga merangkap 
sebagai Rutan Anak hal tersebut sangat baik 
karena anak yang sebagai status ditahan tidak 
tercampur dengan tahanan orang dewasa sehi-
ngga dapat menjaga psikologis anak juga dan 
menghindarkan anak dari pengaruh buruk 
tahanan orang dewasa sehingga perhatian yang 
diberikan petugas Lapas terhadap anak yang 
dalam status ditahan bisa lebih fokus ke  arah 
pembinaan dan pendidikan yang  mencermin-
kan nilai-nilai anak.  
Kerjasama Instansi Terkait :  
a.  Aparat Penegak Hukum 
b.  Departemen Sosial 
c.  Departemen Agama 
d.  Departemen Pendidikan Nasional 
e.  Departemen Tenaga Kerja 
f.  Departemen Perindustrian  
g.  Dinas Kesehatan 
Kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan dengan instansi-instansi lain 
adalah dalam rangka untuk memenuhi segala 
kepentingan dan kebutuhan baik Lembaga 
Pemasyarakatan sendiri maupun Anak Didik 
Lembaga Pemasyarakatan, misalnya masalah 
pemenuhan hak kesejahteraan anak dalam hal 
keadilan, pembinaan pendidikan, kesehatan 
dan lain-lain.   
Sanksi Terhadap Anak Nakal 
Kedudukan khusus anak di mata hukum 
tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: 
Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, 
Anak dengan segala keterbatasan yang mele-
kat pada dirinya belum mampu melindungi 
hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, 
masyarakat dan negara harus berperan serta 
dalam melindungi hak-hak tersebut; Prinsip 
kepentinganterbaik anak,bahwa kepentingan 
terbaik anak harus dipandang sebagai ‘para-
mount importance’ atau prioritas utama; 
Prinsip Ancangan DaurKehidupan (life circle 
approach),harus terbentuk pemahaman bahwa 
perlindungan terhadap anak harus dimulai 
sejak dini dan berkelanjutan; Lintas Sektoral, 
bahwa nasib anak sangat bergantung pada 
berbagai faktor makro dan mikro, baik lang-
sung maupun tidak langsung.9 Bismar Siregar 
mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlin-
dungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-
hak anak yang diatur hukum dan bukan kewa-
jiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak 
belum dibebani kewajiban.10 
Berbicara mengenai hak-hak anak berma-
salah, orang sering mengaitkannya dengan 
masalah-masalah perilaku anak yang dalam 
kadar tertentu dalam bentuk perilaku menyim-
pang dan perilaku-perilaku yang menjurus 
pada tindak kriminal. Anak yang melanggar 
norma hukum (anak nakal) sebaiknya diperla-
kukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini 
didasarkan kepada perbedaan fisik, mental dan 
sosial mempunyai kedudukan yang lemah 
dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga 
perlu ditangani secara khusus dan dalam 
penangananya diperlukan KUHP dan KUHAP 
yang berlaku secara khusus untuk anak.  
Terjadinya kejahatan anak adalah dikarena-
kan beberapa faktor yang kompleks antara 
lain: kehidupan rumah tangga yang kurang 
serasi, kondisi ekonomi keluarga yang keku-
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rangan dan lingkungan masyarakat, pergaulan 
yang salah menyebabkan anak melakukan 
penyimpangan-penyimpangan sosial. Hal ini-
lah yang menjadi bagian penyebab seorang 
anak berada di lembaga pemasyarakatan. 
Salah satu contoh anak dalam Lembaga Pema-
syarakatan yang terlibat kasus pencurian 
adalah Samin Rais (17 thn), seorang anak 
yang tanpa pengawasan dan jauh dari kasih 
sayang kedua orang tua karena orang tuannya 
bekerja menjadi TKI di Malaysia sejak samin 
berusia 11 thn. Hal ini dilakukan oleh mereka 
demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 
Samin akhirnya tumbuh menjadi anak yang 
kurang pendidikan dan bimbingan orang tua 
dan akhirnya samin melakukan penyimpangan 
terhadap norma masyarakat. Kisah bocah yang 
kurang beruntung yaitu Samin Rais ini adalah 
satu dari jutaan anak Indonesia yang kurang 
adanya pendidikan, perhatian dan kasih 
sayang orang tua karena himpitan ekonomi 
oleh karena itu perlunya kebijakan dan 
pertimbangan pihak aparat penegak hukum 
baik dari pihak kepolisian maupun pengadilan 
dalam melaksanakan tugas serta penjatuhan 
sanksi ataupun keputusan pidana terhadap 
anak-anak yang memiliki latar belakang yang 
tidak jauh berbeda seperti Samin Rais, 
sebagaimana teori relatif atau tujuan (utili-
tarian) pemidanaan yaitu bahwasannya penja-
tuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan 
absolut (pembalasan) dan keadilan, tetapi 
pembalasan tersebut sebagai sarana untuk 
melindungi kepentingan masyarakat dan 
memberikan pengaruh yang bersifat mendidik 
(the educational effect).  
Hakim pengadilan harus memiliki pertim-
bangan mengenai sifat kejahatan yang dilaku-
kan, perkembangan jiwa anak dan tempat anak 
tersebut menjalankan hukuman. Pertimbangan 
dijatuhkannya pidana adalah dengan harapan 
selama berada di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak, anak yang bersangkutan mendapat 
bimbingan dan pendidikan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan. Pelaku kenakalan yang 
dijatuhi pidana, agar terhindar dari lingkungan 
yang tidak baik. Hakim pengadilan juga harus 
memiliki pertimbangan mengenai sifat keja-
hatan yang dilakukan, perkembangan jiwa 
anak dan tempat anak tersebut menjalankan 
hukuman.  
Menurut pasal 23 dan pasal 24 UU No. 3 
Tahun 1997, sanksi yang dapat dijatuhkan 
kepada Anak Nakal dapat berupa pidana dan 
tindakan. Pidana dapat berupa : Pidana Penja-
ra, Pidana Kurungan, Pidana Denda / Pidana 
Pengawasan (pidana pokok) / perampasan 
barang-barang tertentu dan pembayaran ganti 
rugi (pidana tambahan). Tindakan dapat beru-
pa pengembalian kepada orang tua, wali atau 
orang tua asuh, menyerahkan kepada negara 
untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja atau menyerahkan kepada Depar-
temen Sosial, atau Organisasi Sosial Kema-
syarakatan yang bergerak di bidang pendi-
dikan, pembinaan dan latihan kerja. Oleh kare-
na itulah dibutuhkan kerjasama antara pihak 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dengan 
beberapa Departemen lainnya. 
a. Pidana  
Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan 
kepada seseorang yang terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana. 
Undang Undang No.3 Tahun 1997, menen-
tukan bahwa terhadap Anak Nakal hanya 
dapat dijatuhkan pidana atau tindakan (pasal 
22). Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, 
pidana kurungan, pidana denda dan pidana 
pengawasan (pasal 23 ayat (2) UU No.3 
Tahun 1997). Pidana tambahan terdiri dari 
perampasan barang-barang tertentu dan pem-
bayaran ganti rugi (pasal 23 (3) UU No.3 
tahun 1997). Dalam Lapas Anak Blitar telah 
tercatat yang menjadi anak pidana sejumlah 
160 anak baik itu anak pria dan anak wanita 
dengan tempat atau blok yang berbeda 
menurut masa pembinaan. 
Bagi Anak Nakal yang dimaksud dalam 
pasal 1 angka 2 huruf a yang belum mencapai 
umur 12 tahun, melakukan tindak pidana yang 
diancam hukuman mati atau penjara seumur 
hidup, maka anak nakal tersebut hanya dapat 
dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 24 ayat (1) huruf b UU No.3 
Tahun 1997, yaitu menyerahkan anak itu 
kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja karena seharus-
nyalah memang pidana mati tidak bisa dija-




tuhkan kepada anak nakal mengingat usia 
mereka belum dewasa. 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan 
kepada Anak Nakal sesuai pasal 1 angka 2 
huruf a UU No.3 Tahun 1997, paling lama ½ 
dari maksimum ancaman pidana kurungan 
bagi orang dewasa. Dalam hal pidana penjara 
yang dijatuhkan Anak Nakal maksimal 2 
tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana ber-
syarat (pasal 29 UU No.3 Tahun 1997). 
Selama pidana bersyarat, pengawasan terha-
dap anak dilakukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum sementara bimbingan dilakukan oleh 
Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan berstatus 
sebagai klien pemasyarakatan, Anak Nakal 
juga mendapat kesempatan sekolah baik itu di 




Anak Nakal yang belum berumur 12 tahun 
yang melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a UU No.3 
tahun 1997, yang diancam dengan pidana mati 
atau penjara seumur hidup tidak dijatuhkan 
sanksi pidana akan tetapi berupa sanksi 
tindakan, sedangkan pada pasal 24 tindakan 
yang dapat dikenakan kepada Anak Nakal 
adalah : 
1) Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau 
orang tua asuh 
Anak Nakal yang dikembalikan kepada 
orang tua, wali, orang tua asuh, dilakukan 
apabila menurut penilaian hakim Anak masih 
dapat dibina di lingkungan orang tua / wali / 
orang tua asuh di bawah pengawasan dan 
bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.     
2) Diserahkan kepada negara 
Berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf b UU 
N0.3 Tahun 1997 apabila menurut hakim 
pendidikan dan pembinaan seorang Anak 
Nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan 
keluarga maka anak tersebut diserahkan 
kepada negara yaitu ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja de-
ngan tujuan membekali anak tersebut dengan 
ketarampilan di bidang pertukangan, pertani-
an, perbengkelan, dan lain-lain sehingga di-
harapkan anak tersebut bisa hidup lebih 
mandiri selepas dari proses pembinaan.   
3) Diserahkan kepada Departemen Sosial atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan 
Kemungkinan tindakan lainnya yang di-
lakukan oleh hakim terhadap Anak Nakal, 
adalah menyerahkan kepada Departemen 
Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan 
yang bergerak di bidang pendidikan, pembi-
naan dan latihan kerja untuk dididik dan 
dibina. Pada prinsipnya pendidikan, pembina-
an dan latihan kerja diselenggarakan peme-
rintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau 
oleh Departemen Sosial akan tetapi dalam hal 
kepentingan anak menghendaki hakim dapat 
menetapkan anak untuk diserahkan kepada 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti 
pesantren, panti sosial dan lembaga sosial 
lainnya sebagaimana yang tercantum dalam 
pasal 24 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 
1997. 
 
Hubungan Pidana Anak dengan Tujuan 
Pemidanaan 
Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya 
untuk menyadarkan narapidana atau anak 
pidana agar dapat menyesali segala perbuatan 
yang telah dilakukannya dan mengembalikan-
nya menjadi warga masyarakat yang baik, taat 
kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai 
moral, sosial dan keagamaan, sehingga ter-
capai kehidupan masyarakat yang aman, tertib 
dan damai.11 
Steenhuis memberikan saran agar hukum 
pidana memiliki tingkat efisiensi tinggi dan 
mencerminkan sesuatu ”criminal policy” yang 
baik, yaitu :12 
a. Peninjauan secara kritis perundang-unda-
ngan yang ada untuk menentukan  bahwa 
ketentuan tersebut realitis sebagai suatu 
perangkat hukum pidana. 
b. Penegakan kembali asas yang telah diatur 
sebagai perlindungan masyarakat dari keja-
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Narapidana, Jakarta: Djambatan,1995. Hal.18-19 
12Maidin G, Perlindungan hukum terhadap Anak, 
Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008. Hal.155 




hatan, yaitu penuntutan yang efektif dan 
efisien dalam semua tipe kejahatan. 
c. Diperlukan efisiensi dengan memperhati-
kan kemauan peradilan dengan menggu-
nakan sarana penuntutan (formal) dan sara-
na penyelesaian (informal). 
d. Mengembangkan alternatif pemidanaan 
untuk kejahatan yang sering terjadi. 
Salah satu usaha penegakan hukum bagi 
anak yang melakukan penyimpangan norma 
(anak nakal) adalah melalui peradilan anak, 
sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk 
mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya 
keadilan. Peradilan anak diselenggarakan de-
ngan tujuan untuk mendidik kembali dan 
memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga 
ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang 
selama ini ia lakukan. Peradilan tidak hanya 
mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi 
juga perlindungan bagi masa depan anak, 
merupakan sasaran yang dicapai oleh Pera-
dilan Pidana Anak. 
Pemberian sanksi hukuman kepada pelaku 
kejahatan berdasarkan teori rehabilitasi mem-
berikan penjelasan bahwa penjeraan bukan 
semata hukuman badan tetapi membatasi 
kemerdekaan seseorang dengan tujuan agar 
pelaku kejahatan dapat berperilaku sesuai 
dengan norma-norma yang ada di masyarakat. 
Hal ini bukan berarti menghilangkan semua 
hak-hak seseorang sebagai warga negara tetapi 
cukup dengan membatasi ruang gerak sebagai 
konsekuensi perilaku mereka yang melanggar 
hukum. Bagi seorang anak dengan berdasar-
kan pertimbangan-pertimbangan khusus atau 
istimewa hak-hak dasar mereka tidak boleh 
dihilangkan terutama hak untuk mendapatkan 
pendidikan karena hak pendidikan bagi anak 
ini telah diatur dalam konvensi internasional 
dan beberapa perundang-undangan. Maka ben-
tuk pemberian sanksi terhadap anak harus 
bersifat pembinaan dan pendidikan bukan 
dengan kekerasan.     
Tujuan pidana dalam teori integratif menje-
laskan bahwasanya asas pidana dan beratnya 
pidana tidak boleh melampaui pembalasan 
yang adil, artinya dalam mengadili dan mem-
berikan vonis hukuman terhadap seorang yang 
melanggar hukum harus penuh pertimbangan 
dan tidak mengabaikan hak individu terpidana 
sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi 
yang harus dihargai, terutama apabila mereka 
adalah seorang anak. Penjatuhan hukuman 
bukan hanya semata-mata sanksi pembalasan 
kejahatan, penjeraan dan siksaan sebagai 
konsekuensi logis yang harus diterima oleh 
seorang pelanggar hukum tetapi harus me-
ngandung unsur untuk mendidik (the educa-
tional effect) dan memperbaiki tingkah laku 
anak agar sesuai dengan norma di masyarakat 
(rehabilitasi). Hal ini sejalan dengan pasal 2 
dan 3 UU RI No.12 tahun 1995 : 
Pasal 2 : ” Sistem pemasyarakatan diselengga-
rakan dalam rangka membentuk Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki 
diri dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pem-
bangunan dan dapat hidup secara wajar seba-
gai warga yang baik dan bertanggung jawab”. 
Pasal 3 : ” Sistem Pemasyarakatan berfungsi 
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali 
sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggung jawab”.  
Dari Konferensi Dinas Para Pemimpin 
Kepenjaraan yang di laksanakan pada tanggal 
27 April 1964, telah menghasilkan beberapa 
prinsip dalam membimbing dan melakukan 
pembinaan bagi narapidana, antara lain: 
1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan 
memberikan bekal hidup sebagai warga 
yang baik dan berguna dalam masyarakat. 
2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindak 
balas dendam dari negara. 
3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan 
melakukan penyiksaan, melainkan dengan 
bimbingan. 
4) Negara tidak berhak membuat seseorang 
narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari 
pada sebelum ia masuk lembaga. 
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak 
narapidana harus dikenalkan kepada ma-
syarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 
Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang 
ditetapkan oleh Majelis Umum PBB terdapat 
prinsip dasar hak anak yaitu, Kepentingan 




terbaik bagi anak (pasal 3) : “Apabila pengu-
asa suatu negara mengambil keputusan yang 
mempengaruhi anak-anak, pertimbangan per-
tama haruslah didasarkan pada kepentingan 
yang terbaik bagi anak”.  
Prinsip ini berkenaan dengan keputusan 
pengadilan, pejabat administratif, badan-badan 
legislatif dan juga lembaga-lembaga kesejah-
teraan sosial pemerintah maupun swasta. Hal 
ini merupakan pesan mendasar dari konvensi 
ini, dan penerapan prinsip ini merupakan suatu 
tantangan yang besar.  
Ide yang mendasar bahwa anak-anak mem-
punyai hak untuk didengar dan hak agar pen-
dapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk 
prosedur hukum atau administratif yang 
bersangkutan dengan diri mereka.13 
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan 
bernegara, anak adalah aset, kekayaan yang 
tidak terhingga. Merawat dan mengasuh anak 
dengan baik adalah sebuah investasi jangka 
panjang, yang akan menguntungkan berlipat-
lipat bagi sebuah negeri pada masa yang akan 
datang. Jepang adalah salah satu negara yang 
menyadari betul akan aset anak, akan investasi 
pada manusia. Sejak Restorasi Meiji Jepang 
mengutamakan pendidikan bagi anak-anak 
dan generasi mudanya. Jepang tidak pernah 
mengadili dan memenjarakan anak-anak. 
Mereka hanya tahu satu rumus yaitu mendidik 
dan bukan memidanakan.     
 
Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak 
Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pema-
syarakatan Anak Blitar Berdasarkan Pera-
turan Perundang-undangan  
Landasan yuridis yang dipakai sebagai 
landasan hukum pihak Lembaga Pemasya-
rakatan Anak Blitar yang dalam pelaksana-
annya untuk memenuhi pembinaan dan pendi-
dikan Anak Didik Lapas Anak adalah : 
1. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 ten-
tang Pemasyarakatan terutama pada pasal 
14 yang memuat hak-hak narapidana yang 
salah satunya adalah hak untuk menda-
patkan pendidikan dan pengajaran. 
                                                             
13Kampanye Dunia Untuk Hak Asasi Manusia.   
2. Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak.  
Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 telah 
menjelaskan siapa yang termasuk dalam 
kategori anak didik Lapas Anak, serta pada 
Bab III mengenai Pidana dan Tindakan 
sanksi serta pembinaan Anak Didik. 
Sedangkan pada Bab IV pasal 33 menjelas-
kan mengenai Petugas Kemasyarakatan 
yang mempunyai peran dalam proses 
pembinaan Anak Didik di Lapas antara 
lain; Pembimbing Kemasyarakatan dari 
Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial 
dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial 
Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasya-
rakatan. Masing-masing lembaga harus 
mempunyai kompetensi atau keahlian 
dalam melaksanakan proses pembinaan 
maupun pendidikan kepada Anak Didik 
Lembaga Pemasyarakatan Anak demi ke-
langsungan hidup, perkembangan fisik, 
mental sosial dan perlindungan anak. 
Lembaga-lembaga sosial tersebut juga 
harus selalu berkoordinasi dengan Pem-
bimbing Kemasyarakatan yaitu harus selalu 
membuat laporan tentang hasil bimbingan, 
bantuan dan pembinaan terhadap Anak 
Didik.   
3. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 ten-
tang Perlindungan Anak. 
Pada Bab III mengenai Hak dan Kewajiban 
Anak pada pasal 9 menjelaskan bahwa 
setiap anak berhak memperoleh pendidikan 
dan pengajaran dalam rangka pengemba-
ngan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 
sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi 
meskipun mereka berada di Lapas maka 
mereka harus tetap merasakan pendidikan 
sebagai bekal setelah mereka keluar dari 
Lapas Anak.  
4. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan.  
Pada pasal 17 ayat (1) PP No.31 Tahun 
1999 menentukan bahwa Pembinaan Anak 
Pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap 
pembinaan. Sebagaimana dimaksud pada 
pasal 1 terdiri atas 3 tahap pembinaan, 
yaitu: a) Tahap Awal, b) Tahap Lanjutan, 
c) tahap akhir. Berdasarkan pasal 19 PP 
No. 31 Tahun 1999 menentukan :  




a. Pembinaan tahap awal sebagaimana 
dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf a, 
meliputi:  
1. Masa pengamatan, pengenalan, dan 
penelitian lingkungan, paling lama 
satu bulan 
2. Perencanaan program pembinaan ke-
pribadian dan kemandirian 
3. Pelaksanaan program pembinaan ke-
pribadian dan kemandirian  
4. Penilaian pelaksanaan program pem-
binaan tahap awal. 
b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf 
b meliputi : 
1. Perencanaan program pembinaan lan-
jutan.  
2. Pelaksanaan program pembinaan lan-
jutan.  
3. Penilaian pelaksanaan program pem-
binaan lanjutan. 
4. Perencanaan dan pelaksanaan pro-
gram asimilasi. 
c. Pembinaan tahap akhir sebagaimana 
dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf c 
meliputi :  
1. Perencanaan program integrasi.  
2. Pelaksanaan program integrasi. 
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan 
tahap akhir. 
d. Pentahapan pembinaan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1), (2), (3) dite-
tapkan melalui sidang Tim Pengamat 
Permasyarakatan.  
e. Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasya-
rakatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) Kepala Lapas Anak wajib mem-
perhatikan Litmas.  
f. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis 
kegiatan program pembinaan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan 
(3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri.     
Berdasarkan pasal 59 PP No.31 Tahun 
1999, Pembinaan Anak Pidana Berakhir apa-
bila Anak Pidana yang bersangkutan :  
1. Masa pidanya telah habis  
2. Memperoleh pembebasan bersyarat 
3. Memperoleh cuti menjelang bebas 
4. Meninggal dunia  
Pembinaan Anak Negara dititik beratkan 
pada pendidikan (pasal 22 PP No.31 Tahun 
1999). Wujud pembinaan Anak Negara 
meliputi : 
a. Pendidikan agama dan budi pekerti 
b. Pendidikan Umum 
c. Pendidikan kepramukaan 
d. Pelatihan keterampilan 
Pada pasal 23 PP No.31 Tahun 1999 
menyatakan : 
a. Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan 
dengan pentahapan setiap 6 bulan. 
b. Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara 
dimulai sejak yang bersangkutan berstatus 
sebagai Anak Negara sampai dengan 6 
bulan pertama. 
c. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan 
sejak berakhirnya masa pembinaan tahap 
awal sampai dengan 6 bulan kedua. 
d. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak 
berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan 
paling lama Anak Negara yang bersang-
kutan mencapai umur 18 tahun. 
e. Apabila masa pembinaan : 
1) telah lewat 6 bulan pertama menurut 
pertimbangan Tim Pengamat Pemasya-
rakatan, Anak Negara yang bersang-
kutan sudah menunjukan perkembangan 
yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan 
dengan program asimilasi. 
2) Telah lewat 6 bulan kedua menurut 
pertimbangan Tim Pengamat Kemasya-
rakatan, Anak Negara yang bersang-
kutan sudah menunjukkan perkemba-
ngan yang baik, pembinaan  dapat 
dilanjutkan dengan program integrasi.   
3) Dalam hal Anak Negara belum meme-
nuhi syarat untuk diberikan program 
asimilasi atau integrasi, maka pembina-
an sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 
bulan kedua dan seterusnya sampai 
Anak Negara yang bersangkutan menca-
pai umur 18 tahun. 
Berdasarkan pasal 60 PP No.31 Tahun 
1999, Pembinaan Anak Negara berakhir 
apabila Anak Negara yang bersangkutan :  
a. Telah mencapai umur 18 tahun 
b. Memperoleh pembebasan bersyarat 




c. Memperoleh cuti menjelang bebas 
d. Meninggal dunia  
Asas pembinaan atau pemasyarakatan 
sesuai pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 adalah : 
1) Pengayoman  
2) Persamaan perlakuan dan pelayanan 
3) Pendidikan  
4) Pembimbingan 
5) Penghormatan harkat dan martabat manusia 
6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-
satunya penderitaan 
7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan 
dengan keluarga dan oranng-orang tertentu 
Dalam pelaksanaannya (asas pemasyara-
katan atau pembinaan) di Lembaga Pema-
syarakatan Anak Blitar sudah relatif baik 
karena masing-masing petugas melaksa-
nakan tanggung jawab sesuai dengan por-
sinya masing-masing. Lembaga Pemasyara-
katan Anak Blitar berusaha memenuhi hak-
hak Anak Didik tanpa adanya diskriminasi 
dengan harapan perubahan terhadap indi-
vidu untuk lebih baik dan berharap para 
orang tua Anak Didik juga mendukung 
setiap program pembinaan dengan rutin 
mengunjungi dan memantau perkembangan 
anak mereka selama berada di Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Arah pembinaan bertujuan : 
1) Membina pribadi narapidana agar jangan 
sampai mengulangi kejahatan-kejahatan 
dalam mentaati peraturan hukum. 
2) Membina hubungan antara narapidana 
dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri 
sendiri dan dapat menjadi anggotanya. 
Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pembinaan 
narapidana adalah : 
1) Penyuluhan agama dari Departemen 
Agama. 
2) Penyuluhan hukum dari pihak pengadilan. 
3) Penataran tentang penghayatan Pancasila 
Usaha-usaha ini dilakasanakan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar setiap 
satu bulan sekali yaitu dengan mendatangkan 
pemuka agama untuk memberikan tuntunan 
rohani (iman) Anak Didik sesuai dengan 
agama masing-masing Anak Didik. Pasal 2 PP 
No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  Pema-
syarakatan telah menentukan bahwa narapi-
dana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 
untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama 
dan kepercayaannya yang dapat dilakukan di 
Lembaga Pemasyarakatan atau di luar Lem-
baga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan 
program pembinaan. Penyuluhan pendidikan 
juga diberikan dalam bentuk ceramah yang 
bersifat edukatif dan membangun jiwa Anak 
Didik. Sedangan penyuluhan dari Departemen 
Kehakiman atau pengadilan berupa : ceramah 
tentang kesadaran hukum, membuat satu 
kelompok diskusi antara Anak Didik dalam 
Lembaga Pemasyarakatan untuk membahas 
yang berkaitan dengan hukum, dan membe-
rikan pandangan yang bersifat membangun 
kepada Anak Didik setelah habis masa 
pembinaan. Hal ini menunjukan bahwa adanya 
penghargaan dalam kebebasan berpendapat 
dalam komunitas Anak Didik dalam Lapas.  
Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat 
digolongkan atas tiga yaitu : 
1) Pembinaan mental. Pembinaan ini dilaku-
kan mengingat Anak Didik mempunyai 
problematika seperti perasaan bersalah, 
merasa diatur, kurang bisa mengontrol 
emosi, merasa rendah diri yang diharapkan 
secara bertahap mempunyai keseimbangan 
emosi. Pembinaan mental yang dilakukan 
adalah memberikan pengertian agar dapat 
menerima dan menangani rasa frustasi, 
menggugah semangat untuk mengembang-
kan keahliannya, menanamkan rasa percaya 
diri dan menghilangkan rasa cemas dan 
gelisah untuk menghadapi kehidupan yang 
akan datang. 
2) Pembinaan sosial. Pembinaan yang me-
ngembangkan pribadi dan hidup kemasya-
rakatan Anak Didik. Aktivitas yang dilaku-
kan adalah memberikan bimbingan tentang 
hidup bermasyarakat yang baik dan mem-
beritahukan norma agama, kesusilaan, etika 
pergaulan, mengadakan surat menyurat 
untuk memelihara hubungan batin dengan 
keluarga dan relasinnya serta kunjungan 
untuk memelihara hubungan yang harmonis 
dengan keluarga. 
3) Pembinaan keterampilan. Bertujuan memu-
puk dan mengembangkan bakat yang dimi-
liki narapidana, sehingga memperoleh 




keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang 
dilakukan adalah menyelenggarakan kursus 
pengetahuan, kursus persamaan sekolah 
dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan 
tangan membuat keset, sapu, mengukir, 
melukis, latihan fisik untuk memelihara 
kesehatan jasmani dan rohani, seperti 
senam pagi, latihan kesenian seperti seni 
musik. Hasil dari kerajinan Anak didik 
dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pema-
syarakatan dan yang lainnya dapat di jual 
dan hasil penjualannya dapat dipergunakan 
untuk membeli peralatan yang lebih leng-
kap. 
Jenis pembinaan yang dilakukan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdiri 
dari: 
1) Kepribadian  
a. Fisik ; olah raga, pendidikan formal, 
rekreasi, kesenian, perpustakaan, pramu-
ka dan kesehatan. 
b. Sosial ; menerima kunjungan keluarga 
c. Mental dan Spiritual ; agama ceramah-
ceramah, pesantren kilat. 
2) Kemandirian (keterampilan/life skill) ; 
penjahitan, montir, pertukangan kayu, 
pertanian, peternakan, las besi, keset, 
handycraft, seni ukir dll. 
5. Surat Edaran baik dari Menteri maupun 
instansi terkait lainnya  
Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Blitar dalam melaksanakan pendidikan juga 
mengacu pada Undang Undang No.20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
kurikulum pendidikan yang sesuai dengan 
standar sekolah umum lainnya.  Secara yuridis 
tidak ada peraturan-peraturan khusus yang 
mengatur sistem pendidikan bagi Anak Didik 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mereka 
memiliki kesempatan dan hak yang sama 
dalam hal mendapatkan pendidikan dan 
fasilitasnya. 
Prof. Emeliana dalam bukunya yang ber-
judul Aspek Hukum Perlindungan Anak 
menuliskan Pendidikan Menuju Perubahan 
Individu14 : 
a. Identifikasi Diri 
                                                             
14Emeliana Krisnawati,  Aspek Hukum Perlindungan 
Anak, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2005. 
1) Tidak atau kurang kenal menjadi kenal diri 
sendiri lebih baik atau lebih jelas. 
2) Kurang tahu bagaimana orang lain melihat 
dirinya menjadi tahu bagaimana orang lain 
memandang dirinya. 
3) Mengidentifikasikan diri sendiri dengan 
tujuan khayal menjadi mengidentifikasikan 
diri sendiri dengan hal-hal yang realistis.   
Melalui bimbingan pembinaan yang dilaku-
kan di Lapas maka Anak Didik diajarkan 
berbagai ilmu pengetahuan yang merangsang 
rasionalitas berfikir mereka untuk sedapatnya 
memiliki sikap kritis terhadap sesuatu hal 
yang bersifat kognitif maupun psikomotorik. 
Artinya Anak Didik diberi kesempatan untuk 
mengembangkan talenta dan berusaha mencari 
potensi-potensi lainnya yang dapat mereka 
kembangkan.   
b. Di Bidang Fisik 
1) Tidak sadar akan badanya sendiri menjadi 
sadar akan badanya sendiri.  
2) Tidak dapat memelihara dan melindungi 
badanya sendiri menjadi mampu memeli-
hara dan melindungi badanya sendiri. 
Dengan tinggalnya seorang anak di Lem-
baga Pemasyarakatan yang terikat dengan 
berbagai macam peraturan atau tata tertib yang 
memaksa mereka untuk tunduk karena disertai 
sanksi maka anak di dalam Lapas dituntut 
untuk lebih hidup secara disiplin dan mandiri, 
dengan harapan anak-anak tersebut bisa hidup 
lebih tertib dan lebih baik lagi. 
c. Di Bidang Hetero Seksualitas 
1) Perhatian pada orang lain yang sama jenis 
menjadi perhatian pada orang yang ber-
lainan jenis. 
2) Pengalaman dengan teman banyak menjadi 
pemilihan kepada satu teman. 
3) Kesadaran akan perkembangan seksual 
menjadi penerimaan pematangan seksual. 
Permasalahan pada tahap ini adalah homo-
genitas penghuni Lapas dan terkadang harus 
menjalani hidup dengan jangka waktu yang 
cukup lama dengan individu-individu yang 
cenderung tetap. Kesempatan untuk bergaul 
ataupun bersosialisasi dengan berbagai golo-
ngan yang terbatas ini  menyebabkan peluang 
untuk terjadinya penyimpangan seksual peng-
huni dalam Lapas itu sendiri mengingat mere-




ka adalah anak remaja yang mengalami proses 
pubertas dan memiliki kekaguman terhadap 
lawan jenis. 
d. Di Bidang Kecerdasan  
1) Menerima kebenaran semata-mata berdasar 
otoritas menjadi menuntut bukti sebelum 
menerima kebenaran. 
2) Hasrat pada fakta menjadi hasrat pada 
penjelasan dari fakta. 
3) Minat dangkal pada banyak hal menjadi 
minat mantap pada beberapa hal saja, 
artinya mulai memfokuskan pada minat 
tertentu.  
e. Di Bidang Perasaan  
1) Pernyataan perasaan secara kasar menjadi 
peryataan yang konstruktif tidak merusak. 
2) Penafsiran keadaan secara subyektif 
menjadi penafsiran obyektif. 
3) Rasa takut atau rasangan kekanak-kanakan 
menjadi pengendalian yang matang. 
4) Kebiasaan menyingkiri konflik menjadi 
menghadapi konflik. 
f. Di Bidang Sosial 
1) Merasakan tidak menentu terhadap 
penerimaan teman sebaya menjadi perasaan 
pasti diterima oleh teman sebaya. 
2) Kikuk dalam pergaulan menjadi mampu 
membawa diri secara mantap. 
3) Sering tidak mau menerima kenyataan 
dalam masyarakat menjadi mau menerima 
kenyataan dalam masyarakat. 
g. Di Bidang Rekreasi 
1) Minat pada permainan bebas memerlukan 
kekuatan badan menjadi minat permainan 
beregu, perlombaan intelektual. 
2) Perhatian pada kemenangan individu 
menjadi kemenangan kelompok  
3) Ikut serta dalam permainan menjadi 
sebagai penonton.  
4) Minat bermacam hobby menjadi sebagai 
penonton . 
5) Bermacam anggota perkumpulan menjadi 
satu atau perkumpulan. 
h. Di Bidang Naungan Orang Tua 
1) Pengawasan ketat orang tua menjadi 
mengendalikan diri sendiri. 
2) Pengendalian orang tua sebagai contoh 
menjadi orang tua sebagai teman. 
3) Mengidentifikasi orang tua sebagai contoh 
menjadi orang tua sebagai teman. 
4) Lepas dari orang tua menjadi kunci dari 
kedewasaan kemudian anak dapat dilepas 
sesuai kesiapan untuk mandiri, tidak terlalu 
dinitetapi tidak juga terlalu terlambat. 
Bagi anak didik lembaga pemasyarakatan 
maka pengawasan dan pendidikannya secara 
otomatis diserahkan sepenuhnya kepada kebi-
jakan lembaga pemasyarakatan untuk dibina 
dan bukan sepenuhnya diserahkan kepada 
orang tua.   
i. Di Bidang Pencarian Nafkah 
1) Minat terhadap pekerjaan mentereng 
menjadi minat pada pekerjaan praktis. 
2) Minat pada macam-macam pekerjaan 
menjadi minat satu pekerjaan. 
3) Menilai kemampuan diri secara berlebihan 
atau rendah menjadi menilai diri objektif. 
4) Minat dan kemampuan kurang sesuai 
menjadi menyesuaikan minat dengan 
kemampuan.   
j. Di Bidang Padangan Hidup  
1) Acuh terhadap prinsip umum menjadi 
memperhatikan atau menghayati prinsip 
umum. 
2) Tingkah laku tergantung pada kebiasaan 
khusus menjadi tingkah laku berpedoman 
kepada prinsip moral. 
Sejalan dengan konsep tersebut Ki Hajar 
Dewantara telah merumuskan konsep Tut 
Wuri Handayani yaitu dalam mendidik, 
pendidik harus mengakui adanya pembawaan, 
bakat-bakat yang ada pada anak didik sejak 
dilahirkan, pendidik untuk mengikuti dari 
belakang dan mendorong, motivasi serta 
membangkitkan semangat.15 Ki Hajar 
Dewantara dalam Haar Tilaar berpandangan 
bahwa pentingnya peranan pendidikan di 
dalam kebudayaan yang berisi mengajar dan 
mendidik seorang anak. Tugas lembaga pendi-
dikan bukan hanya mengajar untuk menja-
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dikan orang pintar dan pandai berpengetahuan 
dan cerdas, tetapi mendidik berarti menuntun 
tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupan agar 
supaya kelak menjadi manusia yang beradap 
dan besusila. Pendidikan dan pengajaran ada-
lah usaha kebudayaan semata-mata bahwa 
perguruan itu ialah taman persemaian benih-
benih kebudayaan bagi suatu bangsa. Dengan 
demikian pendidikan merupakan usaha untuk 
mempersatukan bangsa.16 
Lebih lanjut W. Stern dengan teori Konver-
gensi mengatakan bahwa hasil pendidikan 
anak-anak itu ditentukan atau dipengaruhi oleh 
dua faktor yakni pembawaan dan lingku-
ngan.17 
Kemudian dalam melaksanakan proses 
pendidikan yang mengedepankan proses tum-
buh kembang anak, tanpa anak merasa ter-
bebani atas proses pendidikan mereka yang 
pada akhirnya dapat berpengaruh pada psiko-
motorik dan psikososial anak. Serta mem-
berikan perhatian yang khusus bagi hak anak 
dalam memperoleh pendidikan pada situasi 
konflik atau situasi eksternal dan internal yang 
dapat menghambat proses belajar.18 
Hal penting dalam Konvensi Hak Anak 
yang berhubungan dengan pendidikan yaitu :  
a. Setiap anak memiliki hak yang melekat 
pada dirinya untuk hidup, dan semua 
negara harus menjamin sebesar-besarnya 
perkembangan diri dan kelangsungan hidup 
anak.  
b. Anak-anak harus mempunyai waktu untuk 
beristirahat dan bermain, dan mempunyai 
kesempatan yang sama atas kegiatan-kegi-
atan budaya dan seni. 
c. Negara-negara harus melindungi anak-anak 
dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan 
yang dapat merugikan pendidikan mereka 
atau membahayakan kesehatan atau kese-
jahteraan mereka. 
d. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran 
hukum pidana harus diperlakukan sedemi-
kian rupa sehingga memajukan rasa harkat 
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17Ibid. Hal. 16 
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dan martabat mereka dan ditujukan untuk 
mengintegrasikan mereka ke dalam masya-
rakat. 
e. Negara-negara harus mengupayakan agar 
hak yang dicantumkan dalam konvensi ini 
diketahui oleh semua orang dewasa dan 
anak-anak.  
Rencana Aksi tentang Hak Anak yang 
termuat dalam buku Dunia yang layak bagi 
Anak, khususnya mengenai hak pendidikan, 
rencana aksi tersebut sebagai berikut : 
a) Memberikan pendidikan berkualitas 
Pendidikan adalah suatu hak manusia dan 
suatu faktor utama untuk mengurangi 
kemiskinan serta terjadinya perburuhan 
anak dan meningkatkan demokrasi, perda-
maian, toleransi dan pembangunan. Namun 
lebih dari 100 juta anak-anak usia SD, 
kebanyakan diantaranya anak perempuan, 
tidak terdaftar di sekolah. Berjuta-juta lagi 
diajar oleh guru-guru yang tak terlatih dan 
kurang mendapat bayaran dalam ruang 
kelas yang terlalu penuh, tidak sehat dan 
tidak dilengkapi dengan benar. Sepertiga 
dari anak-anak tersebut tidak menamatkan 
sekolah lima tahun, yaitu persyaratan 
minimum untuk ketidak buta-huruf dasar.19 
b) Tujuan dan sasaran  
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pendi-
dikan akan dilaksanakan strategi dan 
tindakan : 
1. Mengembangkan dan melaksanakan 
strategi-strategi sosial guna memastikan 
bahwa pengajaran sekolah mudah dipe-
roleh semua anak dan remaja, dan bah-
wa pendidikan dasar itu dapat dijangkau 
oleh semua keluarga. 
2. Meningkatkan program-program inova-
tif yang mendorong sekolah-sekolah dan 
kelompok-kelompok masyarakat untuk 
secara lebih aktif mencari anak-anak 
yang telah drop-out atau dikeluarkan 
dari sekolah dan dari pengajaran. 
3. Hilangkan pemecahan antara pendidikan 
formal dan non formal, dengan memper-
hatikan kebutuhan untuk menjamin 
baiknya mutu instansi-instansi pendi-
dikan, termasuk kemampuan para 
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penyediannya, serta mengakui bahwa 
pendidikan non formal serta pendekatan-
pendekatan alternatif itu memberikan 
pengalaman yang bermanfaat. 
4. Memastikan bahwa semua program 
pendidikan dasar itu dapat dicapai oleh 
anak-anak, bersifat inklusif dan respon-
sif kepada mereka yang punya kebutu-
han belajar khusus serta mereka yang 
menderita berbagai bentuk cacat. 
5. Mengembangkan dan melaksanakan 
strategi-strategi khusus untuk mening-
katkan mutu pendidikan dan memenuhi 
kebutuhan belajar semua pihak. 
6. Menciptakan, bersama anak-anak suatu 
lingkungan belajar yang ramah anak, 
dimana mereka merasa aman, terlindung 
dari aniaya, kekerasan dan diskriminasi, 
serta sehat dan merasa terdorong untuk 
belajar. Memastikan bahwa program dan 
bahan pendidikan itu sepenuhnya men-
cerminkan pengenalan dan perlindungan 
hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai 
perdamaian, toleransi dan kesejahteraan 
gender, dengan menggunakan setiap 
peluang yang dipersembahkan oleh The 
International Decadefor a Culture of 
Peace andNon Violence for Children of 
The World (Dasawarsa Internasional 
bagi Budaya Perdamaian dan Non Keke-
rasan bagi Anak-Anak Dunia). 
7. Menyediakan peluang pendididkan dan 
pelatihan bagi remaja guna membantu 
mereka memperoleh penghidupan yang 
berkelanjutan. 
8. Meningkatkan status, moral, pelatihan 
dan profesionalisme para guru, termasuk 
para pendidik masa anak dini, dengan 
menjamin pembayaran yang layak atas 
kerja mereka, juga menjamin adanya 
peluang intensif untuk perkembangan 
mereka. 
9. Membentuk sistem yang responsif, parti-
sipatif, dan dapat dipertanggung jawab-
kan dalam pengelolaan pendidikan pada 
pendidikan pada tingkatan sekolah, 
masyarakat dan nasional.20 
                                                             
20Dunia yang layak bagi anak-anak. Hal.46   
Pembinaan dan pendidikan adalah sebuah 
usaha yang merupakan suatu proses memanu-
siakan manusia untuk lebih tinggi harkat dan 
martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan 
yang memiliki keistimewaan. Bila pendidikan 
itu dilakukan dengan cara yang kurang atau 
tidak manusiawi seperti pendidikan dengan 
membentak atau memukul maka akan kurang 
atau tidak dapat diterima masyarakat dewasa 
ini, karena akan menghasilkan manusia yang 
bengis atau penakut dan kurang aktif serta 
kreatif. Tetapi terkadang Lembaga Lapas 
Anak sendiri melakukan hal-hal semacam ini 
demi ketertiban dan kedisiplinan Anak Didik-
nya mengingat bahwa mereka adalah Anak 
Nakal yang sering menjalani kehidupan tanpa 
sebuah aturan.  
Untuk mendukung pelaksanaan hak pendi-
dikan anak di Lapas maka Lembaga Pemasya-
rakatan Anak Blitar telah menyediakan bebe-
rapa fasilitas-fasilitas untuk melakukan proses 
pembinaan dan pendidikan Anak Didik sekali-
pun tidak selengkap sarana dan prasarana 
sekolah-sekolah formal pada umumnya.  
Standar pelaksanaan pemenuhan pendi-
dikan bagi Anak Didik Lembaga Pemasya-
rakatan Anak Blitar berdasarkan kajian Stan-
dar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 
053/U/2001  tanggal 19 April 2001 berdasar-
kan observasi adalah sebagai berikut :  
 
1. Kurikulum atau proses belajar mengajar 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar 
memberikan pendidikan atau pengajaran 
sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentu-
kan oleh pemerintah.Buku-buku mata pela-
jaran atau bidang studi juga diperoleh dari 
Departemen Pendidikan Nasional.Anak Didik 
Lembaga Pemasyarakatan Anak belajar sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 
pihak sekolah yang ada di Lembaga Pema-
syarakatan Anak. Jadwal mata pelajaran 
tersebut tidak jauh berbeda dengan jadwal 
sekolah formal lainnya dan disertai juga 
serangkaian norma atau tata tertib yang telah 
ditentukan. Tata tertib ini selain yang bersifat 
umum yaitu Anak Didik secara keseluruhan 
juga disusunlah tata tertib yang bersifat khusus 
yang mengatur masing-masing jenjang pendi-




dikan dan wajib ditaati oleh seluruh Anak 
Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Blitar. Apabila ada anak yang melanggarnya 
maka anak tersebut akan dikenai sebuah 
sanksi sesuai dengan tingkat berat ringannya 
norma yang dilanggar, misalnya; apabila ada 
anak yang bangun terlambat atau ketahuan 
tidak mandi maka akan dihukum membersih-
kan kamar mandi atau membersihkan halaman 
Lapas. Model hukuman atau sanksi seperti ini 
masih sangat wajar karena bersifat mendidik 
dan tidak menimbulkan siksaan fisik yang 
berat atau sewenang-wenang, serta tidak 
bertentangan dengan pasal 47 ayat (3) Undang 
Undang RI No.12 Tahun 1995 yang menya-
takan bahwasanya petugas pemasyarakatan 
dalam memberikan tindakan disiplin atau 
menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib : memper-
lakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara 
adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan 
mendasarkan tindakannya pada peraturan tata 
tertib Lapas.  
Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang RI 
No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
maka Guru adalah pendidik profesional de-
ngan tugas utama mendidik, mengajar, mem-
bimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Mengacu dari peraturan tersebut maka tugas 
dari guru yang mengajar di Lembaga Pema-
syarakatan Anak adalah harus memberikan 
evaluasi mata pelajaran terhadap Anak Didik-
nya. Hal ini juga dilaksanakan oleh guru di 
Lapas dengan tempat pelaksanaan di SD dan 
SMP di dalam lapas sedangkan bagi Kejar 
Paket C dilaksanakan di luar Lapas.Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Blitar tidak pernah 
memberikan kepercayaan kepada Anak Didik-
nya untuk bersekolah di lembaga sekolah 
formal kecuali untuk mengikuti ujian sekolah 
yang memang Anak Didik harus dikirim di 
luar lapas dengan dikawal oleh beberapa 
petugas. Hal ini dilakukan karena petugas 
Lapas takut mereka akan mencoba melarikan 
diri dari pengawasan petugas Lapas.  
Dalam proses belajar mengajarpun pihak 
lapas tidak ada penghargaan atau reward yang 
diberikan kepada Anak Didik Lapas kecuali 
apabila mereka mengikuti sebuah perlombaan 
kompetensi pendidikan di luar Lapas, misal-
nya cerdas cermat. Jenis reward yang diberi-
kan biasanya berupa materi yaitu uang, pera-
latan sekolah, peralatan mandi dan barang-
barang lainnya yang bermanfaat bagi Anak 
Didik Lembaga Pemasyarakatan.  
2. Administrasi atau manajemen sekolah 
Visi dan misi pembinaan dalam Lapas 
selain berpedoman  pada visi dan misi Lapas 
secara umum, maka dalam pelaksanaan pem-
berian hak pendidikan di Lapas Anak Blitar 
mengacu pada Undang Undang Pendidikan 
Nasional No.20 Tahun 2003, bahwasannya 
visi pendidikan adalah terwujudnya sistem 
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat 
dan berwibawa untuk memberdayakan semua 
warga negara Indonesia berkembang menjadi 
manusia yang berkualitas sehingga mampu 
dan proaktif menjawab tantangan jaman yang 
selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan 
nasional sebagai berikut : 
a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan 
kesempatan memperoleh pendidikan yang 
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 
b. Membantu dan memfasilitasi pengem-
bangan potensi anak bangsa secara utuh 
sejak usia dini sampai akhir hayat dalam 
rangka mewujudkan masyarakat belajar. 
c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kuali-
tas proses pendidikan untuk mengoptimal-
kan pembentukan kepribadian bermoral. 
d. Meningkatkan keprofesionalan dan akunta-
bilitas lembaga pendidikan sebagai pusat 
pemberdayaan ilmu pengetahuan, keteram-
pilan, pengalaman, sikap dan nilai yang 
berdasarkan standar nasional dan global. 
e. Memberdayakan peran serta masyarakat 
dalam penyelenggarakan pendidikan berda-
sarkan prinsip otonomi dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Hal inilah yang menjadi target tolok ukur 
Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam rangka 
melaksanakan pemenuhan hak pendidikan 
Anak Didik, meskipun dalam pelaksanaan 
masih ada kekurangan dan kelemahan yang 
harus tetap diatasi di dalam prosesnya, misal-




nya masalah sarana pendidikan yang terbatas 
dan tenaga pengajar yang kurang secara 
kuantitas maupun kualitas. Kondisi Anak 
Didik yang terbelenggu di balik terali besi dan 
penjaga yang tidak ramah telah menandakan 
adanya pembatasan dan pengurangan hak-hak 
mereka sebagai seorang anak bangsa sebagai 
konsekuensi logis akibat pelanggaran hukum 
yang mereka lakukan. Serta ketertutupan 
pihak Lapas dalam menerima kritik serta saran 
dari berbagai pihak membuat lambatnya pro-
ses perbaikan sistem pelayanan Lembaga 
Pemasyarakatan. 
3. Sarana dan prasarana 
Ruang-ruang kelas untuk tingkat Sekolah 
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Kejar Paket C terletak di belakang 
masjid di sebelah barat LP.Di tempat inilah, 
terpidana mendapat pendidikan ilmu pengeta-
huan, kepribadian, hingga dilatih untuk 
mandiri.Dilengkapi pula tempat-tempat ibadah 
sesuai dengan agama Anak Didik di Lapas 
untuk membina dan mengembangkan iman 
Anak Didik. Perpustakaan juga telah tersedia 
dengan berbagai macam buku yang didapatkan 
dari pemerintah dan sumbangan dari lembaga 
atau organisasi sosial lain. Lembaga Pemasya-
rakatan Anak Blitar juga menyediakan fasilitas 
ruang komputer bagi Anak Didik supaya 
mereka juga belajar mengoperasikan dan 
mengenal teknologi sehingga diharapkan 
meskipun mereka dididik di Lapas tetapi tidak 
gagap teknologi. Bagi Anak Didik yang dinilai 
mampu mengoperasikan komputer mereka 
diperbantukan oleh pegawai Lapas dalam 
penyuratan atau pengarsipan kantor atau 
membantu untuk membimbing Anak Didik 
Lapas lainnya dalam mengoperasikan kompu-
ter. Pada umumnya Anak Didik Lapas kurang 
meminati pelajaran komputer mereka lebih 
menyukai bidang–bidang life skill atau 
pelajaran keterampilan seperti automotif atau 
seni musik. Dengan bermain musik mereka 
bisa meluapkan isi hati dan mengeluarkan 
kepenatan kebosanan di Lapas. Mereka diijin-
kan untuk membentuk satu kelompok atau 
group musik yang bersedia diminta mengisi 
acara pentas seni, pada acara-acara tertentu di 
dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan 
tersebut, misalnya pada HUT Lembaga Pema-
syarakatan ataupun acara-acara tertentu. 
4. Tenaga pendidik  
Lembaga Pemasyarakatan Anak juga di-
sediakan beberapa guru. Beberapa guru dari 
sekolah negeri di Blitar didatangkan khusus ke 
LP untuk mengajar selain juga para petugas 
Lapas sendiri yang memberikan bimbingan 
belajar. Saat ini ada kurang lebih 9  tenaga 
guru yang dimiliki  oleh Lembaga Pemasya-
rakatan Anak Blitar, 7 guru pengajar Sekolah 
SD dan 2 guru pengajar SMP serta guru 
tambahan yang didatangkan dari sekolah 
umum lainnya. Untuk Anak Didik yang ter-
golong Kejar Paket C disediakan apabila akan 
menjelang ujian saja. Guru pengajar yang ada 
di Lembaga Pemasyarakatan kurang meleng-
kapi kriteria syarat-syarat administrasi menga-
jar dan hal ini bisa dimaklumi karena jumlah 
Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak 
yang bersekolah tidak sebanyak jumlah siswa 
yang bersekolah pada umumnya di luar. Para 
guru Lapas mendapatkan gaji dari pemerintah 
tetapi bagi guru swasta sistem penggajiannya 
diatur oleh sekolah swasta dimana guru 
tersebut berasal dengan pihak Lapas. 
5. Tenaga penunjang  
Tenaga penunjang dalam proses peme-
nuhan hak pendidikan Anak di Lapas Anak 
Blitar ini adalah tenaga guru mata pelajaran 
yang membutuhkan skill khusus, antara lain 
guru bidang studi Bahasa Inggris, komputer, 
ekstra kurikuler maupun life skill.  Dalam 
rangka untuk memenuhi hak pendidikan maka 
pihak Lapas harus menjalin kerjasama dengan 
instansi pendidikan lainnya karena diharapkan 
tenaga pengajar harus memiliki keprofesio-
nalan di bidangnya. 
6. Pembiayaan 
Dana pembiayaan untuk proses belajar 
mengajar di Lembaga pemasyarakatan Anak 
ini diperoleh dari pemerintah yaitu dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan 
sumbangan-sumbangan dari lembaga,  donatur 
sosial lainnya atau dari hasil kreatifitas Anak 
Didik pemasyarakatan sendiri yang bisa terjual 
karena ada pengunjung yang berminat terha-




dap hasil karya mereka. Penjualan hasil karya 
Anak Didik dari program pembinaan yang di 
lakukan oleh pihak Lapas tidak boleh menga-
rah pada apa yang dimaksud dengan eksploi-
tasi Anak Didik demi kepentingan Lapas 
semata, karena apabila ini dilakukan maka 
Lapas tidak jauh berbeda dengan mafia anak 
yang berlindung pada payung hukum secara 
legal. Selain itu di dalam Undang Undang 
No.12 tahun 1995 menyebutkan bahwa anak 
tidak boleh mendapatkan upah atau premi atas 
pekerjaan yang dilakukan. 
Dalam konvensi Hak Anak pada pasal 28 
ayat (1) memuat prinsip hak asasi di bidang 
pendidikan yang menelaah bahwasanya : 
“Setiap orang berhak memperoleh pendi-
dikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidak-
nya untuk tingkat sekolah rendah dan pendi-
dikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajib-
kan. Pendidikan teknik kejuruan secara umum 
harus terbuka bagi semua orang, dan pendi-
dikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara 
yang sama oleh semua orang berdasarkan 
kepantasan”.      
Oleh karena itu di dalam Lembaga Pema-
syarakatan Anak Blitar dalam proses menem-
puh pendidikan Anak Didik tidak dipungut 
biaya pendidikan, semuanya ditanggung oleh 
Lapas itu sendiri, meskipun dalam sebuah 
keterbatasan dari sekolah formal pada umum-
nya. Hal yang terpenting adalah Anak Didik 
Lapas tidak kehilangan hak pendidikannya. 
Komitmen HAM pada pasal ini, dengan tegas 
telah dilaksanakan secara konstitusional mela-
lui BAB IV, pasal 5 dan pasal 11 UU Sistem 
Pendidikan Nasional, Undang Undang Dasar 
Negara RI Tahun 1945 BAB XIII, pasal 31 
ayat 1 dan 2, yang memuat tentang hak setiap 
warga negara untuk mendapatkan pendidikan 
dan pemerintah wajib membiayainya. Sedang-
kan pasal 13 ayat (2) Konvenan Internasional 
tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya juga 
menyatakan bahwa pendidikan dasar harus 
diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma 
bagi semua orang dan pendidikan lanjutan 
harus tersedia dan terbuka bagi semua orang 
dengan semua yang layak dan terutama mela-
lui pengadaan cuma-cuma secara bertahap. 
Pendidikan dasar harus sedapat mungkin 
didorong atau diperkuat bagi mereka yang 
belum mendapatkan atau belum menyelesai-
kan pendidikan dasar mereka. 
7. Peserta didik 
Hak pendidikan Anak Didik di Lapas harus 
tetap diberikan walaupun mereka sedang 
menjalani pembinaan, dicabut hak kebeba-
sanya. Tinjauan yuridis jaminan hak pendi-
dikan Anak ini sebagaimana tercantum dalam 
UU RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang intinya setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan serta UU No.23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang menyatakan 
bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan 
pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak. 
Di dalam UU RI No.39 tahun 1994 tentang 
Hak Asasi Manusia dimuat dalam penjelasan 
bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
membangun pribadinya sesuai minat bakat dan 
tingkat kecerdasannya. Kemudian diatur juga 
di dalam UU RI No. 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa 
anak berhak atas pelayanan untuk mengem-
bangkan kemampuan dalam kehidupan sosial-
nya. Dari dasar hukum beberapa perundang-
undangan tersebut maka secara implemen-
tasinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar 
melaksanakan proses pendidikan Anak Didik-
nya selama 9 tahun sebagaimana wajib belajar 
yang ditekankan oleh pemerintah.  
Bagi anak yang masuk pada usia-usia 
sekolah SD atau SMP dan yang terpaksa putus 
sekolah karena sebab tertentu ataupun karena 
proses pemeriksaan atau pengadilan atas 
pelanggaran yang dilakukan anak tersebut 
maka pihak lembaga menganjurkan untuk 
wajib mengikuti proses pendidikan yang 
disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak 
tersebut. Tahanan atau napi anak awalnya 
akan diseleksi melalui serangkaian wawancara 
saat masuk pertama kali (registrasi awal) ke 
Lapas Anak Blitar mengenai pendidikan for-
mal terakhir yang pernah diikutinya sebelum 
terjerat masalah hukum dan masuk Lapas 
Anak. Setiap napi anak yang baru masuk 
Lapas Anak ini lalu diuji kemampuan baca-
tulis dengan standar pendidikan SD serta 
SMP. Jika sudah memiliki ijazah SD ataupun 




pernah memperoleh pendidikan di SD tetapi 
kemampuan baca-tulis belum lancar atau 
bahkan tidak bisa sama sekali maka napi anak 
bersangkutan akan diwajibkan mengikuti pro-
gram pendidikan penyetaraan di SD Istimewa 
3 Blitar yang ada di dalam Lapas. Demikian 
juga untuk napi anak yang belum memiliki 
ijazah SMP/MTs. Mereka secara otomatis 
akan diwajibkan mengikuti kegiatan belajar-
mengajar di SMP terbuka hasil kerja sama 
antara Lapas kelas 2A Anak Blitar dengan 
salah satu SMP swasta setempat.Dengan de-
mikian anak tidak kehilangan hak pendidikan-
nya meskipun dalam kondisi di Lapas. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan analisis dan kajian bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
dapat disimpulkan bahwa proses pemenuhan 
hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak secara acuan 
yuridis didasarkan pada Undang Undang 
No.12/1995 tentang Pemasyarakatan, Undang 
Undang No.3/1997 tentang Pengadilan, 
Undang Undang No.23/2002 tentang Perlin-
dungan Anak, PP No.31/1999 tentang Pembi-
naan dan Pembimbingan dan Surat Edaran 
dari pemerintah maupun instansi lainnya. Bila 
dikaji secara yuridis hukum sangat mendu-
kung sekali mengenai jaminan hak pendidikan 
anak yang wajib diberikan oleh negara atau-
pun masyarakat tanpa adanya diskriminasi 
apakah itu dari segi ekonomi, gender bahkan 
ketika anak tersebut bermasalah dengan 
hukum dan harus tinggal di sebuah lembaga 
pemasyarakatan anak, meskipun ada beberapa 
hak mereka yang terbatasi karena adanya 
konsekuensi sanksi hukum. Namun demikian 
masih diperlukan koreksi terhadap substansi 
hukum yang belum memberikan batasan-
batasan tertentu yang belum jelas mengenai 
masalah yang menyangkut subyek dan obyek 
hukum mengenai hak pendidikan Anak Didik 
Lembaga Pemasyarakatan demi kesejahteraan 
anak itu sendiri. Dari segi implementasi di 
Lapas Pemenuhan hak pendidikan bagi anak 
didik pemasyarakatan sudah dilaksanakan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar 
meskipun dalam proses pelaksanaannya masih 
banyak hal-hal yang harus tetap diperbaiki 
dan dikembangkan. Adanya sekolah tingkat 
dasar dan menengah bahkan adanya program 
untuk mendaftarkan ujian persamaan yaitu 
yang dikenal kejar Paket C bagi Anak Didik 
yang umurnya setingkat anak usia Sekolah 
Menengah Atas (SMA) di Lembaga Pemasya-
rakatan Anak Blitar merupakan suatu bukti 
bahwa lapas tersebut melaksanakan peme-
nuhan hak pendidikan Anak Didik sesuai 
dengan program wajib belajar 9 tahun di 
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